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Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
merupakan panduan bagi satuan kerja dan unit pelaksana 
teknis dalam penerimaan, pencatatan materi, pemilahan 
materi, verifikasi dan penelaahan materi, analisis dan laporan, 
rekomendasi tindak lanjut, dan pemantauan penyelesaian 
tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat dan 

whistle blowing. 

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian 
Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Januari 2025 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

NASARUDDIN UMAR

ttd
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B. Pelaporan Penanganan PengaduanPelaporan basil penanganan Pengaduan pada masing-masing kasusdisampaikan kepada pimpinan satuan kerja/UPr Terlapor dan selanjutnyapimpinan satuan kerja/UPr Terlapor melaporkan kepada lnspekturJenderal.Pemutakhiran data dan koordinasi penanganan Pengaduan dilaksanakansecara berkala. Inspektur Jenderal melaporkan hasil penanganan Dumasdan Whistleblowing kepada Menteri.
C. Pengelolaan Dokumentasi Pengaduan1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui web, mediaelektronik, atau tertulis diberi nomor agenda surat masuk, dicatatdengan pemberian kode Pengaduan dan dilakukan pengarsipan secaraelektronik (scanning).2. Hardcopy dan hasil disposisi dari pimpinan satuan kerja/UPrdiserahkan ke pengelola Pengaduan dan Whistleblowing.3. Analisis, telaah, surat klarifikasi, dan jawaban surat tindak lanjutklarifikasi dari unit Terlapor, dihimpun menjadi satu kesatuandokumentasi baik secara hardcopy maupun elektronik.4. Pendokumentasian dan pengarsipan dilakukan secara khusus dalamfolder Pengad uan tersendiri.5. Pengaduan yang telah didokumentasikan oleh pengelola Pengaduan,selanjutnya disimpan dan diarsipkan dengan baik, tertib, dan rapisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV PENUTUP 
Pelaksanaan pedoman penanganan Pengaduan membutuhkan komitmen dari semua satuan kerja/UPr. Selain itu, penanganan Pengaduan harus dijadikan instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada Kementerian. Dengan adanya pedoman penanganan Pengaduan diharapkan agar Pengaduan dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan diharapkan para pejabat yang bertugas menangani Pengaduan di masing-masing satuan kerja/UPr dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kementerian. 

MENTER!  AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
NASARUDDIN UMAR ttd














